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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR &' TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3)
dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kudus Tahun

2019-2023;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasion‘al.
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Gizi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PANGAN DAN GIZI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I
2.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4, Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya
disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat daerah yang
berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi
guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang
timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan
sedini mungkin.

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas
implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Daerah Pangan
dan Gizi yang telah selesai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

RAD-PG; dan
Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

RAD-PG bertujuan untuk :

a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan
pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan
kegiatan multisektoral;

b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah
dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan
bidang pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan
pangan dan gizi; dan

c. memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana
aksi pangan dan gizi.

Sistematika RAD-PG disusun sebagai berikut :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Pangan dan Gizi Sebagai Intervensi
Pembangunan;

BABIII : Rencana Aksi Multisektor;

BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;

BABV : Pemantauan dan Evaluasi; dan

BAB VI  : Penutup.

Penjabaran RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan Tim Pengarah dan
Tim Teknis RAD-PG.

(2) Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 5
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Peraturan Bupati ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kudus; dan
b. Anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundang-
undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telak ditelitl atas kebenaranya :

Ko Jabatan Panef Ditetapkan di Kudus

e . j ] pada tanggal 23 Desember 20\g

2, | ssisen sexon Y Plt. BUPATI KUDUS

3. | FEPA ¢ DWAS . SADAN _(l WAKIL BUPATI,

o | KEPNA L

* | RAGIAS /KANTOR/BIDANG l

5. | BAGIAN HUKUN A ARTOPO

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 23 Pesember 209

SEKRET. DAERAH KABUPAT EN KUDUS,

SAM’ANI INTAKORIS

Digitally signed

Y A % by Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.01.09
13:47:37 +07'00" .

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 5!
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